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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN
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TENTANG

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak
Pidana Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu
menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra
Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Madiun melalui keputusan Kepala
Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

Bahwa terdapat pergantian anggota sentra penegakan hokum
terpadu dari unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun maka perlu
diterbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten
Madiun.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun
Anggaran 2022,

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : S-715/MK.02/2022 tentang Honorarium Pengawasan
Tahapan Pemilu ( Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden ) Tanggal 25 Agustus 2022;

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 019 /HM.02.00/K.JI-17/08/2022 tentang
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022
Nomor : SP DIPA — 115.01.2.686349/2022 DIPA revisi ke-tiga
tanggal 11 Mei 2022, DIPA 115.01.2.686349/2023 DIPA revisi ke-
tiga tanggal 17 April 2023.



Memperhatikan . 1. Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor :
028/PP.00.02/K.JI-12/09/2022 tentang Penetapan Senta Penegakan
Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun
Nomor : B-688/M.5.46/Es.1/06/2023 tanggal 12 Juni 2023

3. Berita acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun Nomor : 072/RT.02/K.JI/06/2023 tanggal 7 Juni
2023 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Surat Keputusan
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
SENTRA GAKUMDU KABUPATEN MADIUN DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA . Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua)
Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Madiun
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera
pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA . Masa Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Madiun
sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2024.

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat menjalankan keputusan ini dibebankan

pada DIPA Bawaslu Kabupaten Madiun yang ditetapkan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

KEEMPAT . Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bawaslu
Kabupaten Madiun Nomor : 028/PP.00.02/K.JI-12/09/2022 tentang
Penetapan Senta Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
sudah tidak berlaku;

KELIMA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepolisian Resor Madiun;
3. Kepolisian Resor Madiun Kota;
4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : MADIUN
Tanggal : 14 Juni 2023

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Madiun



Lampiran

Nomor

Tanggal

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

046/PP.00.02/K.JI-12/06/2022

14 Juni 2023

PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MADIUN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO. NAMA KEDUDUKAN JABATAN
1. | Nur Anwar, SH.I Penasehat Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun
Anton Prasetyo, S.H., S.I.LK., M.Si. .
2. Penasehat Kapolres Madiun
AKBP/NRP. 82030988
3 Reopan Saragi, SH., MH Penasehat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten
" | Jaksa Madya/NIP. 19821013 200703 1 001 Madiun
i ) Anggota Bawaslu
4. | drh. Slamet Widodo Pembina ]
Kabupaten Madiun
5 Mustofa, SH. Pembina Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Jaksa Muda/NIP. 19850122 200912 1 001 Kejari Madiun
Yulie Khrisna, S.T., S.I.LK ) )
6. Pembina Waka Polres Madiun
Kompol/NRP. 83071437
o ) Anggota Bawaslu
7. | Akhorin Siswanto,, ST Koordinator
Kabupaten Madiun
Danang Eko Abrianto, S.I.K., M.H ) ) )
8. Koordinator Kasatreskrim Polres Madiun
AKP/NRP : 91100461
isti Jaksa Fungsional
9. Sulistiyono, SH Koordinator L g .
Jaksa Muda/NIP. 19720121 199403 1 004 Kejari Kabupaten Madiun
Ambang Prastyo Utomo, S.STP,M.Si Kepala Sekretariat Bawaslu
10. Anggota
NIP. 19780510 199701 1 001 Kabupaten Madiun
. . Anggota Bawaslu
11. | Khoirul Mualim, S.Pd.I Anggota )
Kabupaten Madiun
_ Anggota Bawaslu
12. | Wahyudi, M.Pd.I Anggota .
Kabupaten Madiun
Yoyok Suroyo E.A.S., S.H. Kanit Idik Il Satreskrim
13. Anggota Polres Madi
IPTU/NRP. 79110809 olres Madiun
Ety Boedi HartiningSih, SH Jaksa Fungsiona|
14. Anggota Keiari Madi
Jaksa Madya/NIP. 19741203 200012 2 001 ejar Madiun
Yunita Ramadhanim SH, M.H. Jaksa Fungsiona'
15. Anggota Keiari Madi
Jaksa Muda/NIP. 19850613 200712 2 001 €jar Madiun
Aris Tri Wibowo, S.H., M.H. Anggota Satreskrim
16. Anggota
AIPDA/NRP. 83080680 Polres Madiun
Ardinityaningrum Dwi Ratnha, S.H. Jaksa Fungsional
17. Anggota o )
Jaksa Muda/NIP. 19841104 200812 2 002 Kejari Kabupaten Madiun
Yanuar Wahyu, S.H Anggota Satreskrim
18. Anggota
AIPDA/NRP. 86010221 Polres Madiun

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Madiun




NO. NAMA KEDUDUKAN JABATAN

Herman S, S.H., M.H Anggota Satreskrim
19. Anggota
BRIPKA/NRP. 87070165 Polres Madiun

Yudha Setiawan, S.H

20. IPTU/NRP. 81100436

Anggota Kanit Satreskrim Polres Madiun Kota

Nanang Sugiono, S.H. ) . .
21. Anggota Banit Satreskrim Polres Madiun Kota

AIPTU/NRP. 77070740

Staf Bawaslu

22. | Fatkhurokhman, S.E Anggota
Kabupaten Madiun
Bendahara Bawaslu
23, Danar Irawan Anggota .
NIP. 198304222010 01 1 001 Kabupaten Madiun
. oo Staf Bawaslu
24. | Dinar Arimbi, S.H Anggota
Kabupaten Madiun
. . . Staf Bawaslu
25. | Herlina Oktavia Nur Afandi, S.Pd Anggota

Kabupaten Madiun

Ditetapkan di : MADIUN
Tanggal : 14 Juni 2023

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Madiun



